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Jakarta, 31 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perbaikan permohonan 

judicial review tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sidang yang diajukan oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dan juga sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA), Sekjen Badan Silahturrahmi Ulama dan 

Pesantren Madura (Bassra), dan sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan 

Provinsi Madura ini digelar pada Senin (31/7).  

Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum Deny Setya Bagus Yuherawan, menyampaikan 

bahwa Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk menjadi satuan pemerintahan 

tersendiri. Hal itu merujuk pada segi persyaratan dasar/kapasitas daerah maupun persyaratan 

administratif sebagaimana diatur dalam UU Pemda. “Namun ketentuan pasal yang diuji 

menjadi hambatan Madura menjadi provinsi. Sebab, isi pasal mensyaratkan pembentukan 

provinsi baru minimal ada lima kabupaten/kota,” jelasnya dalam sidang yang dipimpin Hakim 

Konstitusi Aswanto. Madura, jelasnya, secara geografis merupakan kepulauan yang terpisah 

dari Jawa Timur. Dari segi bahasa, sosial budaya, dan kesejarahan pun dinilai memiliki corak 

yang berbeda dengan Jawa Timur. Menurutnya, ide awal untuk menjadikan Madura sebagai 

provinsi tersendiri sudah dilakukan sejak tahun 2001. Ide tersebut diawali dengan Seminar 

Nasional di Universitas Bangkalan (sekarang Universitas Trunojoyo Madura). 

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta para Pemohon untuk 

mempertegas kedudukan hukumnya. “Selain itu, perlu dipertegas apakah Ketua DPRD yang 

mengajukan permohonan sudah melakukan rapat paripurna. Sebab, ketika berbicara mewakili 

masyarakat di pengadilan, mekanisme tersebut perlu ditempuh sebagai legitimasi sah untuk 

berbicara mewakili masyarakat,” jelasnya. Sementara, Aswanto mengkritik sampul luar 

permohonan yang tertulis kata ‘gugatan’, bukan ‘permohonan’. “Secara istilah beracara di MK 

kita tak mengenal gugatan, tetapi yang dikenal adalah permohonan,” katanya.(ASF/ARS/LUL) 
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